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PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada bagian pembahasan
diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Sgak diundangkannya PP No. 57 Tahun 2010, sistem pengendalian
merger yang dianut di Indonesia berubah dari pre-merger notification
menjadi post-merger notification. Dampak yang ditimbulkan dari sistem
ini adalah apabila setelah dilakukan penilaian oleh KPPU, ternyata merger
yang dilakukan oleh pelaku usaha berdampak buruk terhadap persaingan
usaha, seperti timbulnya posis dominan dan perilaku monopoli di dalam
pasar yang mengharuskan merger tersebut dibatalkan. Pembatalan tersebut
berakibat pada kerugian yang sangat besar yang ditanggung oleh pelaku
usaha sehingga muncul kekhawatiran terhadap ketidakpastian dalam
berusaha. Hal tersebut dikarenakan merger yang senyatanya telah berlaku
secara yuridis (legal), telah dilaksanakan dan menghabiskan uang
perusahaan yang tidak sedikit itu ternyata setelah dilakukan penilaian
mempunyai dampak yang buruk terhadap persaingan usaha (dinyatakan
illegal). Dampak lebih lanjut akan menghambat pelaku usaha yang ingin
melakukan merger yang pro kepada persaingan yang sehat karena takut
dibatalkan setelah merger dilaksanakan. Oleh karenaitu, PP No. 57 Tahun
2010 dirasakan tidak memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan

merger.
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2. Ditinjau dari segi kepastian hukum, pre-merger notification yang dianut
dalam Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2009 lebih memberikan kepastian
hukum dibandingkan PP No. 57 Tahun 2010 yang menganut sistem post-
merger notification. Dalam sistem pre-merger notification, pelaku usaha
yang berencana melakukan kegiatan merger harus memberitahukannya
terlebih dahulu kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan terhadap
rencana merger tersebut agar diketahui apakah merger tersebut berdampak
buruk pada persaingan atau tidak. Apabila berdampak buruk terhadap
persaingan maka rencana merger tersebut dapat segera dicegah lebih dini
atau dilakukan pembatalan sehingga tidak ada kerugian yang ditimbulkan
kepada pelaku usaha, oleh karena merger tersebut belum dilaksanakan atau
masih sekedar dalam perencanaan. Pre-merger notification juga
memberikan ketenangan bagi setiap pelaku usaha yang akan melaksanakan
aks korporasinya dan dapat mendorong terciptanya efektivitas dan
efisenss dalam kegiatan usaha. Oleh karena itu, sudah seharusnyalah
Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2009 dipergunakan dalam merger suatu
perusahaan dengan cara membuat Peraturan Pemerintah yang baru dengan

mengadopsi ketentuan dari Peraturan KPPU tersebut.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan dan kesimpulan diatas maka penulis

mempunyai saran yaitu:
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1. Pemerintah sebaiknya melihat dan mempertimbangkan kembali berlakunya
PP No. 57 Tahun 2010 tersebut apakah sudah memberikan kepastian
hukum dalam persaingan usaha yang sehat. Peraturan Pemerintah tersebut
harusnya diganti dengan Peraturan Pemerintah yang baru dengan
mengadopsi Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2009. Hal tersebut penting
dilakukan mengingat aktivitas merger semakin berkembang dari hari ke
hari.

2. Dalam rangka menciptakan persaingan usaha yang sehat, pelaku usaha
sebaiknya memberitahukan rencana mergernya terlebih dahulu kepada

PPy,
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